PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN  (STUDI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR) by Hafid, Muhammad Irvan








PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 
(STUDI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR)

Muhammad Irvan Hafid





The study was conducted and aims to: 1) To find out the Legal Protection of Workers in a Specific Time Work Agreement Based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower in the Legal Area of ​​the City of Manpower of Makassar City; 2) To find out and analyze what factors are hampering the legal protection of workers in the Certain Time Work Agreement for the Legal Area of ​​the City of Manpower Makassar. This type of research is empirical legal research that is legal research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) factually in any particular legal event that occurs in society. The legal material used consists of primary legal data and secondary legal data. Legal data collection techniques are collected through literature studies and field studies. Then the techniques to analyze with qualitative analysis techniques by sorting and selecting, classifying, and linking the realities that occur in the field with the problems studied, so as to provide a clear picture of what is happening in the field so that it comes to a conclusion. The results showed that: 1) Legal Protection of Workers in a Specific Time Work Agreement Based on Law Number 13 Year 2003 Regarding Employment in the Legal Area of ​​the City of Makassar Employment Service is still not optimal, it can be seen from the number of cases of layoffs due to temporary employment contract in the contents of the work agreement are not explained about the type of work and the time of work even though the status of the worker / laborer is PKWT; 2) The inhibiting factors in the legal protection of workers in certain time work agreements are the legal areas of the Makassar City employment department that are related to regulations, in addition there are also constraints related to the making / or form of a specific time work agreement (PKWT), finally the constraints supervision. 







i era pembangunan nasional saat ini, masalah ketenagakerjaan menjadi sangat penting sebagai sumber daya manusia, Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan banyaknya penggangguran sanggat mempengaruhi terhadap masalah ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah sarana yang dominan di dalam kehidupan suatu bangsa, oleh karena itu tenaga kerja juga dapat dikatakan sebagai faktor penentu bagi kemajuan suatu bangsa. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta, Indonesia membutuhkan pembangunan nasinonal yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian, menjaga keseimbangan kemajuan dan kemakmuran penduduk atau masyarakat. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.
Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dalam perjanjian kerja ini memang sangat penting untuk di bahas, utamanya dalam perjanjian kerja waktu tertentu (selanjutnya disingkat PKWT), paling tidak didasarkan pada empat alasan, yaitu: Pertama, PKWT merupakan fenomena baru yang hadir dengan tujuan awal mengisi pekerjaan yang memang mempunyai batasan waktu dalam pengerjaannya. Kedua, PKWT merupakan bagian dari perubahan hukum di bidang ketenagakerjaan/perburuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Organski bahwa bangsa yang baru merdeka akan melaksanakan pembangunan melalui tiga tahap satu persatu yaitu unifikasi, industrialisasi dan kesejahteraan social (Inosentius Samsul, 2004:11).
Penyimpangan ini banyak penulis temukan di Kota Maakassar yang sebagai kota industry yang cukup padat sehingga bayak menggunkan jasa-jasa pekerja dengan system kerja waktu tertentu yang tidak sesuai dengan amanat UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut yaitu mengenai jangka waktu atau masa kerja pekerja kontrak yang di mana telah diatur dalam Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerja kontrak penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama adalah 3 (tiga) tahun, perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini di dasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Apabila pengusaha ingin memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
Banyaknya pegawai kontrak waktu tertentu yang menjadi korban dengan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha khususnya di wilayah hukum Dinas Ketenagakerjaan Makassar yang dialkukan oleh pengusaha, menjadi suatu kemerosotan terhadap penegakan dan perlindungan hukum bagi pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), tidak adaya pertisipasi aktif oleh pemerintah dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran pengunaan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya yang tentunya akan menguntungkan pelaku usaha dan dari keadaan tersebut tentunya pihak yang paling dirugikan adalah tenaga kerja atau pekerja atau buruh yang bekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut. Karena selain perlindungan dan syarat kerja yang diberikan sangat jauh dari ketentuan yang seharusnya dan sewajarnya diberikan, juga terdapatnya perbedaan yang sangat jauh pada perlindungan hukum yang diberikan jika dibandingkan dengan pekerja/tenaga kerja yang dipekerjakan dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.




Berdasarkan uraian diatas, berkenaan implementasi diversi dalam system peradian pidana anak di Polres Gowa maka ada dua yang menjadi permasalahan yang akan dibahas pada jurnal ini. Pertama, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Wilayah Hukum Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Dan Kedua, Faktor-faktor Apakah Yang Menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Wilayah Hukum Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.
C. Kajian Teori
1.	Evektifitas Penegakan Hukum
Efektivitas hukum dapat diukur dengan melihat sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak diaaati. Jika sebagian besar sasaran aturan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya ditaati maka dapat dikatakan hukum tersebut efektif. Walaupun demikian aturan hukum yang ditaati dikatakan efektif, namu tetap masih dipertanyakan derajat efektivitasnya. Jika ketaatan sebagian besar masyrakat terhadap suatu aturan hukum hanya karena bersifat compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda apabila ketaatan pada aturan hukum didasarkan pada kepentingan internalization, yaitu karena ketataatan terhadap aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrisik yang dianutnya maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi (Ahmad Ali, 2010:55).
Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatur yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Teori yang mengkaji dan menganalisi tentang hal itu, yaitu teori efektivitas hukum (Salim HS, 2013:301).
Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan (Barda Nawawi Arief, 2013:67).
Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila:
a)	Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target;
b)	Kejelasan dari rumusan subtansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum;
c)	Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum;
d)	Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitur lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur;
e)	Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan (Marcus Priyo Gunarto, 2011:71).
Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini (Soerjono Soekanto, 1996:20).
Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletakpada isi faktor-faktor tersebut (Soerjono Soekanto, 2007:7-8). Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
1)	Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
Maksud dari faktor undang-undang menurut Soerjono Soekanto ialah berkaitan dengan aturan tertulis (undang-undang) yang berlaku umum yang dibuat oleh pengusa pusat maupun daerah yang sah.
2)	Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
Istilah “penegak hukum” adalah suatu istilah yang sangat umum oleh karena mencakup orang-orang yang secara tidak langsung berkecimpung didunia penegakkan hukum. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan penegak hukum, penulis batasi pada kalangan yang secara langsung yang tidak hanya mencakup law enforcment tapi juga peace maintenance (pemeliharaan perdamaian). 
3)	Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Apabila sarana tersebut tidak memadai mustahil penegak hukum bisa mewujudkan tujuan dari suatu perundan-undangan.
4)	Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
Masayarakat Indonesia bisa dikatakan kurang peduli dengan aturan hukum, merka hanya peduli pada keadalian yang diberikan para penegak hukum dan kepastian hukum terhadap perkara yang mereka hadapi. Maka dari itu kepatuhan masyarkat terhadap aturan hukum juga di pengaruhi oleh faktor sebelumnya. Apabila dikaitkan dengan peran mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa maka kedua belah pihak tentu mengharapkan mediator sebagai penegak hukum untuk memberikan keadilan kepada mereka serta memproses perkara tersebut dengan baik.
5)	Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidu.
Yang menjadi inti dasar dalam faktor ini ialah nilai-nilai spiritual dan material yang erat kaitannya dengan masyarakat. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ektrim yang harus diserasikan. Jika dikaitkan dengan mediasi yang dilaksakan di Pengadilan agama sebagai tempat yang memberikan keadilan bagi para pencari keadilan, maka nilai-nilai yang tumbuh ilah nilai Islami sebagimana pengadilan agama hanya dikhususkan bagi umat beragama Islam.
Kelima faktor di atas berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hokum
2.	Perlindungan Hukum
Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini antara lain, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut (Satjipto Rahardjo, 2000:53).
Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dalam 2 bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untukmencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa (Philipus M. Hadjon, 1987:2). 
Soetjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum (Soetjipto Raharjo, 1983:121).
3.	Pengertian Perjanjian
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanjian kepada seorang lain yang dimana kedua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian tersebut menimbulkan suatu perhubungan antara kedua orang itu yang dapat dimanakan suatu perikatan (Maimun, 2007:11). Dalam KUHPerdata Pengertian perjanjian adalah  adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Dengan adanya pengertian tentang perjanjian seperti ditentukan diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa kedudukan anatara pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Hal ini akan berlainan jika pengertian perjanjian tersebut dibandingkan dengan kedudukan perjanjian kerja (Djumadi, 2006:13).
Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi, perjanjian adalah sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal dengan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Wirjono Prodjodikoro, 1986:19).  Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja (Abdulkadir Muhammad, 1986:93).
Sedangkan Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
Dari semua definisi perjanjian yang diterangkan di atas terlihat, bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dari hubungan ini timbul suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang membuatnya. Dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah, perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan dua kata tadi adalah sama yaitu perjanjian dan persetujuan.
Tujuan perjanjian sendiri yaitu mengatur hubungan huum dan melahirkan serangkaian hak dan kewajiban, bedanya, undang-undang mengatur secara umum, sedangkan perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang memberikan kesepakatan, karena setiap orang dianggap mengerti hukum, maka terhadap semua undang-undang masyarakat telah dianggap mengetahuinya sehingga bagi mereka yang melanggar, siapapun tidak ada alasan untuk lepas dari hukuman.
4.	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Pengertian perjanjian kerja tertentu atau lebih lazim disebut dengan kesepakatan kerja tertentu ada ditentukan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1986 yang berbunyi Kesepakatan Kerja Tertentu adalah kesepakatan kerja antara pekerja dengan pengusaha yang diadakan untuk waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Sedangkan dalam pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menyebutkan bahwa, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu, dan hubungan kerja itu sendiri merupakan hubungan (hukum) antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan sebuah Perjanjian Kerja.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu (Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan):
a)	Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b)	Pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c)	Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d)	Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau
e)	Produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Isi perjanjian kerja merupakan inti dari perjanjian kerja.Ini berkaitan dengan pekerjaan yang diperjanjikan.Adakalanya isi perjanjian kerja ini dirinci dalam perjanjian, tetapi sering juga hanya dicantumkan pokok-pokoknya saja. Isi perjanjian kerja sebagaimana isi perjanjian pada umumnya, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan,kesusilaan dan ketertiban umum (Falentino Tampongangoy, 2013).
Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu harus dibuat secara tertulis. Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin atau menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan berakhirnya kontrak kerja. PKWT tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan. Masa percobaan adalah masa atau waktu untuk menilai kinerja dan kesungguhan, keahlian seorang pekerja. Lama masa percobaan adalah 3 (tiga) bulan, dalam masa percobaan pengusaha dapat mengakhiri hubungan kerja secara sepihak (tanpa izin dari pejabat yang berwenang). Walau demikian, dalam masa percobaan ini pengusaha tetap dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.  Ketentuan tidak membolehkan adanya masa percobaan dalam PKWT adalah karena perjanjian kerja berlangsung relatif singkat. PKWT yang mensyaratkan adanya masa percobaan, maka PKWT tersebut batal demi hukum.
Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 100/VI/2004 disebutkan bahwa dalam PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu dan dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Apabila dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan.
Selanjutnya dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai, namun apabila dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan dapat dilakukan pembaruan PKWT. Pembaruan sebagaimana yang dimaksud yaitu dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja dan selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Selain itu disebutkan juga para pihak dapat mengatur hal lain dari ketentuan tersebut yang dituangkan dalam perjanjian.
Adapun syarat-syarat formal yang harus dipenuhi oleh suatu kesepakatan kerja tertentu adalah sebagai berikut:
a)	Kesepakatan kerja dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing digunakan untuk pekerja, pengusaha dan kantor Departemen Tenaga Kerja setempat yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. 
b)	Kesepakatan kerja harus didaftarkan pada kantor Departemen Tenaga Kerja Setempat, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani kesepakatan kerja tertentu.
c)	Biaya yang timbul akibat pembuatan kesepakatan kerja tertentu semuanya ditanggung oleh pengusaha. 
Syarat-syarat kerja yang dimuat dalam PKWT tidak tidak boleh lebih rendah dari syarat-syarat kerja yang termuat dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila syarat-syarat perjanjian kerja tersebut lebih rendah maka syarat-syarat yang berlaku adalah yang termuat dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.
a)	Perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu.
Dalam membuat suatu perjanjian kerja atau kesepakatan kerja tertentu batas maksimal waktu yang diperjanjikan adalah 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang atau diperbarui untuk satu kali saja karena satu hal tertentu. Perpanjangan tersebut hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang sama dengan catatan jumlah seluruh waktu dalam kesepakatan kerja tertentu tidak boleh melebihi dari 3 (tiga) tahun (Asri Wijayanti, 2009:50).
Perpanjangan PKWT adalah melanjutkan hubungan kerja setelah PKWT berakhir tanpa adanya pemutusan hubungan kerja. Perpanjangan tersebut sebelum PKWT berakhir pihak dari pengusaha telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari. Jika jangka waktu perpanjangan sudah berakhir dan pengusaha ingin tetap menggunakan jasa pekerja, maka dilakukan pembaruan terhadap PKWT (Suria Ningsih, 2011:74).
Pembaharuan PKWT adalah melakukan hubungan baru setelah PKWT pertama berakhir melalui pemutusan hubungan kerja dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. Berakhirnya jangka waktu yang disepakati dalam PKWT maka secara otomatis hubungan kerja berakhir demi hukum. Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
b)	Perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan jenis pekerjaan tertentu 
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Jenis pekerjaan yang berlaku dalam perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Pasal 59 angka 1 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:
1)	Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya;
2)	Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
3)	Pekerjaan yang sifatnya musiman; atau 
4)	Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
D. Metode Penelitian
Jenis penelitian yag dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian penelitian Hukum empiris karena penulis malakukan penelitian lapangan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. untu menemukan data-data tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan factor-faktor Yang Menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Wilayah Hukum Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar 
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data hukum primer yang bersumber dari Lokasi Penelitian di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Ketenagakerjaan kota Makassar Bidang Ketenegakerjaan secara keseluruhan. serta wawancara dengan penyidik pegawai Dinas Ketenagakerjaan kota Makassar. Data sekunder merupakan bahan hukum sebagai bahan penelitian yang di ambil dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian adalah studi pustaka dan studi lapangan kemudian data dianalisis secara secara Deskriptif-Kualitatif.

II. Pembahasan
    
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Wilayah Hukum Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
Secara umum tentang perlindungan terhadap pekerja/buruh telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun belakangan ini dalam masyarakat banyak terjadi keresahan terutama tentang pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan dengan sistem kontrak. Keresahan dari masyarakat itu timbul karena dalam kenyataannya terdapat perbedaan kesejahteraan yang sangat mencolok yang diterima oleh pekerja dengan sistem kontrak jika dibandingkan dengan pekerja tetap.
Jika diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pelaksanaan pekerjaan dengan sistem kontrak bukanlah hal yang dilarang, karena dalam kenyataannya ada 2 (dua) bentuk pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu yang dipraktekkan, yaitu ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan antara pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dimana pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan antara pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja ini lebih dikenal dengan istilah outsourcing.
Di samping itu juga ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan oleh pekerja/buruh dengan perusahaan secara langsung, tanpa melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, seperti yang penulis bahas dalam permasalahan ini. Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan, pekerja/buruh menjadi pekerja/buruh atau karyawan dari perusahaan yang mempekerjakan mereka, hanya saja mereka dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu dan selesainya suatu pekerjaan.
Berdasarkan keterangan yang telah penulis kemukakan di atas terlihat, bahwa secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada pelaksanaan pekerjaan melalui sistem kontrak atau dalam istilah hukumnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bukanlah hal yang dilarang dan boleh dilakukan. Sebenarnya jika dilihat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah ada perlindungan yang diberikan terhadap pekerja/buruh, termasuk mereka yang bekerja dengan sistem kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Hanya saja dalam penerapannya tidak semua yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama yang terkait dengan ketenagakerjaan.
Perlindungan hukum merupakan hak pekerja yang harus diberikan kepada pekerja. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Adapun perlindungan hak-hak pekerja/buruh menurut International Labour Organization (ILO) adalah sesuai dengan konferensi perburuhan tahun 1988 yang mengadopsi deklarasi ILO tentang prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja. Dicanangkan bahwa semua anggota walaupun mereka belum meratifikasi konvensi-konvensi dasar ILO, mempunyai kewajiban untuk menghargai, mengembangkan dan mewujudkan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja. Hak-hak pekerja tersebut adalah (Masitah Pohan, 2008:93):
1)	Kebebasan berserikat dan pengakuan yang tegas atas hak atas perlindungan bersama;
2)	Penghapusan semua bentuk kerja paksa;
3)	Penghapusan yang tegas atas buruh anak;
4)	Penghapusan diskriminasi dalam kesempatan kerja dan hubungan kerja.
Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6 menyebutkan bahwa Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila pekerja merasa dirugikan atau tidak dipenuhi hak-haknya maka mereka dapat melaporkan kepada pihak yang dianggap mampu melindungi hak-hak mereka, misalnya Serikat Pekerja/Buruh atau Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos).
Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur secara tegas, bahwa terhadap pekerja/buruh yang bekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan tertentu. Pekerjaan tertentu tersebut adalah sebagaimana diatur pada Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
a)	Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b)	Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c)	Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d)	Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Pada Pasal 59 ayat (1) di atas terlihat, bahwa pekerjaan yang boleh dilakukan terhadap pekerja/buruh dengan memakai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanyalah sebagaimana diterangkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di atas.
Apabila dalam pelaksanaannya, pengusaha yang memaka pekerja/buruh dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, terdapat sanksi yang akan diterima oleh pengusaha yang juga merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (7) yang berbunyi : Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
Dari keterangan yang dikemukakan di atas terlihat, bahwa perlindungan terhadap pekerjaan bagi pekerja/buruh yang dipekerjakan memakai sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sangat baik atau sangat terlindungi, dimana para pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) jika disuruh melakukan pekerjaan yang bukannya pekerjaan mereka, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka status mereka demi hukum atau oleh hukum bukan lagi menjadi pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) namun telah berubah statusnya menjadi pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), yang maknanya dianggap sebagai karyawan/pekerja tetap.
Terhadap hal di atas, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Penyimpangan tersebut salah satunya adalah tidak jelasnya jenis pekerjaan yang sebenarnya harus dilakukan oleh pekerja/buruh khususnya di kota Makassar. Di mana dalam kontrak kerja tidak dijelaskan secara rinci apa sebenarnya pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan pada kontrak tersebut hanya tercantum jenis pekerjaan secara umum.
Adanya keadaan tersebut tentunya dapat menimbulkan penyimpangan terhadap pelaksanaan perlindungan bagi pekerja atau buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), terutama menyangkut pekerjaan yang boleh dilakukan oleh pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kantor DISNAKER kota Makassar kepada Bapak Muchlis pada tanggal 13 Agusutus 2019 selaku Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Disnaker Kota Makassar mengatakan bahwa tidak adanya laporan dari pekerja/buruh khusunya buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal janis pekerjaan yang di lakukan oleh buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menyebabkan tidak adanya penindakan dari Disnaker kota Makassar kerana selama ini tidak ada ditemukan pelanggaran yang sifatnya terhadap jenis pekerjaan buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) masih banyak kerancuan, hal ini disebabkan oleh kurang jelasnya aturan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Salah satu kerancuan tersebut terdapat dalam kontrak kerja yang dibuat terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dimana dalam kontrak tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa sebenarnya pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut. Sehingga selain menyulitkan dalam melakukan pengawasan ketika terjadi sengketa, pihak pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) juga tidak bisa menuntut banyak karena ketidak jelasan tersebut.
Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Disnaker Kota Makassar tentang Data Perselisihan Hubungan Industrial Kota Makassar 2017-2019.




3	2019 (bulan Mei)	99 Kasus
Total	482 kasus

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa data perselisihan hubungan industrial Kota Makassar pada tahun 2017 tercatat sebanyak 208 kasus yang mana dari 208 kasus tersebut terdiri dari 98% PHK dan hanya 02% terkait masalah hak dan kepentingan. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Agusutus 2019 dengan bapak Muchlis selaku Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Disnaker Kota Makassar mengatakan bahwa dari data tersebut penyebab PHK terjadi 60% dikarenakan indisipliner sementara 40% karena efesiensi, kinerja, kontrak berakhir, clossing, sakit, resign, pensiun dan lain-lain. Lebih lanjut Bapak Muchlis mengatakan bahwa sangat jarang didapati perselisihan antara pelaku usaha dengan pekerja/buruh melalui Disnaker kota Makassar tentang PHK kerana kontrak bekerja habis.
Selanjutnya pada tahun 2018 terdapat 175 kasus yang mana dari 175 kasus perselisihan hubungan industrial tersebut terbagi atas 94% karena di PHK, 03% karena Hak dan 03% kerana Kepentingan. Penyebabk PHK tersebut 78% dikarenakan indisipliner, 22% karena Efesisnsi, kinerja, kontrak berakhir, clossing, sakit, resign, pensiun dan lain-alin.
Sementara pada tahun 2019 samapai pada bulan Mei terdapat 99 kasus yang terbagi atas 73% kerena PHK dan 21% karena hak, 6% karena kepentingan. Berdasarkan keterangan dari bapak Muchlis selaku Kasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengatakan bahwa dari data 73% karena PHK tersebut terbagi atas 52% karena indisipliner, 22% karena kontrak berakhir, 20% mutasi, resign, efesiensi, kinerja, sakit, 6% sakit, clossing, probation dan lain-lain.




B.	Faktor-faktor Yang Menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Wilayah Hukum Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
Berikut penulis uraikan kendala yang menghambat perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu wilayah hukum Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
1)	Kendala Yang Berkaitan Dengan Perjanjian Kerja
Perjanjian kerja biasanya telah disediakan secara sepihak oleh perusahaan yang akan mempekerjakan pekerja/buruh tersebut, dimana isi dari perjanjian kerja tersebut sudah dibuat secara sepihak oleh perusahaan dan pihak pekerja/buruh hanya tinggal menandatangani saja sebagai bentuk menyetujuinya atau dapat menolak perjanjian kerja tersebut. Berhubung isi perjanjian kerja telah dibuat terlebih dahulu secara sepihak oleh perusahaan, maka biasanya isinya cenderung berat sebelah dan lebih memberikan keuntungan kepada pengusaha, dan pekerja/buruh berada dalam posisi yang dirugikan. Keadaan ini menurut Muchlis, S.os selaku Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan indistrial Disnaker Kota Makassar, timbul karena kedudukan pengusaha yang kuat baik dalam segi ekonomi maupun kekuasaan, sedangkan pekerja/buruh berada dalam posisi yang lemah karena sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan. Posisi monopoli pengusaha ini membuka peluang baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Akibatnya pengusaha mengatur hak-haknya dan tidak kewajibannya. Lebih lanjut Muchlis, S.sos mengatakan keadaan tersebut terjadi karena rendahnya posisi tawar (bargaining position) dari pekerja/buruh. Ada beberapa hal yang  menyebabkan posisi tawar (bargaining position) dari pekerja/buruh yang rendah, yaitu
a)	Supply tenaga kerja yang lebih besar dari pada demand, dalam hal ini peningkatan angkatan kerja tidak dibarengi oleh penyediaan lapangan kerja;
b)	Rendahnya pendidikan;
c)	Rendahnya keterampilan.
Keadaan tersebut jelas tidak memberikan perlidungan terhadap pekerja/buruh. Seharusnya pembuatan perjanjian kerja didasarkan kepada asas kebebasan berkontrak, namun pada kenyataannya para pekerja/buruh tidak akan berani meminta perusahaan untuk merubah klausul tersebut yang jelas merugikan pekerja/buruh, karena takut tidak akan diterima sebagai pekerja/buruh di perusahaan tersebut.
Dari apa yang telah diterangkan di atas, jelas tidak memberikan perlindungan terhadap tujuan pembangunan ketenagakerjaan, karena jelasjelas pekerja/buruh dimanfaatkan akibat posisi tawar (bargaining position) dari pekerja/buruh yang rendah untuk menerima perjanjian kerja yang dibuat secara sepihak.
2)	Kendala Yang Berkaitan Dengan Pengawasan
Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindungan terhadap pekerja/buruh, sekaligus merupakan upaya
penegakan hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh. Di samping itu melalui pengawasan diharapkan agar pelaksanaan terhadap peraturan tentang ketenagakerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian melalui pengawasan yang dilakukan diharapkan dapat meniadakan atau memperkecil adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga proses hubungan industrial dapat berjalan dengan baik dan harmonis.
Tugas pengawasan di bidang ketenagakerjaan dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dengan menunjuk pegawai
pengawas yang memiliki kewajiban dan wewenang penuh dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik. Pelaksanaan pengawasan di bidang ketenagakerjaan ini dilakukan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugasnya dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Kendala yang dihadapi oleh badan pengawas ketenagakerjaan dalam pemberian perlindungan pekerja/buruh dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), menurut Ariansyah, SP,M. Adm.SDA selaku Kepala Bidanag Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial tenaga Kerja adalah karena ketidakjelasan peraturan yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), salah satunya adalah terhadap pembuatan kontrak kerja yang dilakukan perusahaan terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Di mana dalam kontrak kerja yang dicatatkan kepada kami sebagaimana yang disyaratkan oleh penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak pernah dijelaskan secara rinci apa pekerjan yang akan dilakukan.
Dengan demikian terlihat, bahwa dalam pelaksanaan terhadap ketentuan perundang-undangan tenaga kerja, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) memang terdapat berbagai kendala, yang diantaranya adalah sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas.




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, ada beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan. Pertama, perlindungan terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada dasarnya dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, mengingat masih sering terjadi pelanggaran, dikarenakan oleh ketidakjelasan aturan tentang penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, khususnya berkenaan dengan pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan. Kedua, Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap pemberian perlindungan pekerja/buruh diantaranya adalah kendala yang berkaitan dengan peraturan, selain itu juga ada kendala yang berkaitan dengan pembuatan/atau bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), terakhir adalah kendala pengawasan.
2.	Saran
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